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Abstrak

Terjadinya pemalsuan identitas dalam proses pernikahan menunjukkan ketidaksesuaian antara
realitas sosial dengan ketentuan hukum yang ideal, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam membatalkan perkawinan akibat
pemalsuan identitas serta menganalisis kesesuaian Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm
dengan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif
dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta dianalisis secara kualitatif
melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan
didasarkan pada ketidakterpenuhinya syarat sah perkawinan karena Tergugat I masih terikat
pernikahan sah tanpa izin poligami, melanggar asas kejujuran dan Pasal 71 huruf a KHI serta Pasal 4
dan 5 UU Perkawinan. Kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah penekanan pada perlunya
keterpaduan antara aspek perdata dan pidana dalam menangani kasus serupa serta pentingnya
penguatan sistem verifikasi data pernikahan oleh KUA. Kesimpulannya, pembatalan perkawinan
akibat pemalsuan identitas sah secara hukum dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Disarankan agar
hakim mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan mendorong integrasi sistem pencatatan
nikah dengan data kependudukan untuk mencegah perkawinan yang tidak sah secara hukum sejak
awal.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Fasakh, Pemalsuan Identitas.

Abstract

The occurrence of identity falsification in the marriage process reflects a discrepancy between social
reality and the ideal legal provisions, as stipulated in Article 22 of Law Number 1 of 1974 and Article 71
letter a of the Compilation of Islamic Law (KHI). This study aims to examine the judge's legal
considerations in annulling a marriage due to identity falsification and to analyze the conformity of
Decision Number 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm with Islamic law and positive law. This research adopts a
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normative juridical method with a statutory and case approach, and it is analyzed qualitatively through
literature review. The results indicate that the annulment of marriage is based on the failure to meet
the legal requirements of a valid marriage, as the first defendant was still legally married without
polygamy permission, violating the principle of honesty, Article 71 letter a of the KHI, and Articles 4 and
5 of the Marriage Law. The novelty of this study lies in the emphasis on the need for integration between
civil and criminal aspects in handling similar cases and the importance of strengthening the marriage
data verification system by the Office of Religious Affairs (KUA). In conclusion, the annulment of
marriage due to identity falsification is legally valid and aligns with Islamic values. It is recommended
that judges consider victim protection aspects and encourage the integration of marriage registration
systems with population data to prevent legally invalid marriages from occurring.

Keywords: Marriage Annulment, Fasakh, Identity Falsification.

1. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah Subhanahu Wa Ta’ala

sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan kelestarian

hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif

dalam mewujudkan tujuan perkawinan,1 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

merupakan suatu ikatan yang tidak hanya bersifat lahiriah tetapi juga batiniah,

yang memiliki unsur-unsur tertentu sebagai landasan dasarnya.2 Berdasarkan

ketentuan tersebut, perkawinan terdiri dari lima unsur, yaitu:3

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dan seorang wanita
3. Sebagai suami istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa

Selanjutnya pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

(Selanjutnya disebut KHI) dijelaskan dalam awal dasar perkawinan Pasal 2 KHI

berarti bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad

yang sangat kuat atau mitsaqqan ghalidzan untuk mengikuti perintah dari Allah

1 Sayyid, Sabiq. Fikih Sunah, ed. by Drs. Moh Thalib, Cet. ke-7, PT. Alma’arif, Bandung,
1987. hlm. 9.

2 Cahyani, Tinuk Dwi. Hukum perkawinan. UMMPress, Malang, 2020, hlm. 22.
3 Prawirohamidjojo, R. Soetojo. Pluralisme dalam Perundang-undangan

Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 38.
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Subhanahu Wa Ta’ala dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam tujuan dari sebuah perkawinan ialah untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Hal tersebut berarti dalam Islam perkawinan dengan kata akad mitssaqaan

ghalidzan dasarnya ialah suatu artian dari ikatan lahir dan batin, bukan hanya

memiliki makna berkaitan dengan keperdataan saja, namun suatu ikatan yang

hingga pada dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.4 Tujuan pernikahan untuk

melaksanakan perintah Allah terkandung di dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 32:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga

orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki- laki dan

perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka

dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Dalam hal ini dejelaskan berarti bahwa ketika seseorang yang hendak

menunaikan suatu perkawinan, diwajibkan untuk memberitahukan terlebih

dahulu kepada petugas pencatat perkawinan. Pemberitahuan tersebut dilakukan

secara lisan oleh seorang calon yang akan melaksanakan perkawinan ataupun

kedua mempelai yang akan dikawinkan.5 Sebagaimana ketentuan yang diatur

dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

menjelaskan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing
agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Bila dilihat dari pemahaman dari Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat diuraikan

bahwa, suatu perkawinan dianggap sah bila dilaksanakan berdasarkan hukum,

agama, dan kepercayaan dari masing-masing pihak yang akan dikawinkan. Hal ini

dimaksudkan ialah sebagai bentuk perlindungan bagi para pihak yang akan

dikawinkan.

4 Sanjaya, Umar Haris. Hukum Perkawinan Islam, Gama Media, Yogyakarta, 2017,
hlm. 11.

5 Yunus, Ahyuni. Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan
Kepastian Hukum. Humanities Genius, 2020.
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Akan tetapi dalam praktiknya tidak sedikit juga masyarakat yang

melaksanakan perkawinan yang tidak memenuhi baik rukun maupun syarat

perkawinan itu, dan tidak dipungkiri setelah perkawinan dilangsungkan akan

muncul sebuah kekeliruan antara kedua belah pihak misalnya ditemukannya suatu

unsur penipuan dalam perkawinan (pemalsuan identitas).6

Tabel Penelitian Terdahulu
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6 Asman, Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia. PT. Sonpedia Publishing
Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 47.

7 Amel, Wahidliradefi, Lestari Suryamizon Anggun, and Adriaman Malil. "Analisis
Yuridis Pembatalan Perkawinan Sejenis Yang Terjadi Akibat Pemalsuan Identitas (Studi
Kasus Putusan Nomor 540/PDT. G/2020/PA. GM.)." Ensiklopedia of Journal 6, no. 1 (2023):
261-270. Diakses tanggal 17 Juli 2025. http://eprints.umsb.ac.id/2441/

8 Falah, Fajri Fajrul, dan Faisol Rizal. "Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan
Identitas:(Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor. 0408/Pdt. G/2016/PA.
Jbg)." Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah 3, no. 1 (2022): 90-105. Diakses tanggal 17 Juli 2025.
https://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/minhaj/article/view/minhaj_januari2022_7
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9 Syahfitri, Maulida. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Pembatalan
Perkawinan Orang Tua Sedarah (Incest) Ditinjau Menurut Undang-Undang Perlindungan
Anak Dan Undang-Undang Perkawinan." PhD diss., Universitas Malikussaleh, 2024.
https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/2246/

10 Amal, Nailal, F. Faisal, and N. Nurarafah. "Akibat Hukum Penolakan Pengesahan
Perkawinan Terhadap Pasangan Nikah Siri (Studi Putusan Nomor: 0650/Pdt. P/2017/Ms.
Bir)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 4, no. 1 (2021): 1-
20. Diakses tanggal 17 Juli 2025. DOI:https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i1.4262
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Perkawinan yang telah memenuhi semua persyaratan dan rukun

perkawinan akan dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

pernikahan tersebut dianggap sah secara hukum.11 Namun, pernikahan yang

semula sah dimata hukum dan agama terkadang di batalkan atau dipatahkan

(fasakh).12 Menfashak akad nikah dapat diartikan membatalkan dan melepaskan

ikatan pertalian suami isteri. Pemutusan atau melepaskan suatu ikatan pertalian

suami isteri dalam perkawinan biasanya disebabkan karena salah satu pihak

mengetahui cela atau cacat pada pihak lain, dengan kata lain “merasa tertipu” atas

hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan, atau

terdapatnya suatu hal yang membatalkan akad nikah yang dulunya tidak ada atau

belum diketahui, sehingga dari ketidaktahuan tersebut menjadikan perkawinan

tersebut dianggap sah, dengan segala akibatnya dimana suatu saat akan timbul.13

Perlu diketahui bahwa suatu perkawinan yang tidak terpenuhi syarat

hingga rukun atas perkawinan tersebut, harusnya akan menjadi batal demi hukum

11 Wiludjeng, JM Henny. Hukum perkawinan dalam agama-agama. Penerbit
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, 2020, hlm. 56.

12 Simahara, Elpia, Teuku Yudi Afrizal, and Fauzah Nur Aksa. "Pelaksanaan
Perkawinan Angkap Pada Masyarakat Adat Gayo Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Islam
(Studi Penelitian Di Kabupaten Bener Meriah)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Malikussaleh 4, no. 3 (Oktober, 2021): 1-20. Diakses tanggal 27 Juli 2025.
DOI:https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i3.6031

13 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia
Perbandungan Fiqh Dan Hukum Positif, CV. Citra Utama, Yogyakarta, 2011, hlm. 126.

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/


Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 3, Agustus 2025

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/

hal ini disebabkan untuk melindungi kesakralan dari perkawinan itu sendiri, dan

tentunya agar kepastian hukum atas perkawinan itu terjamin.14 Maka bila

perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat dalam hal ini sebab adanya

pemalsuan identitas oleh salah satu pihak yang akan dinikahkan, perkawinan

tersebut dapat dibatalkan, sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 22

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa

“perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

untuk melangsungkan perkawinan”.

Ada beberapa sebab mengapa suatu perkawinan bisa batal, salah satunya

adalah penipuan identitas. Penipuan identitas merupakan jenis pelanggaran

serius, bukan pelanggaran formal. Akibat yang signifikan adalah pernyataan

tertulis dalam putusan pengadilan agama bahwa perkawinan tersebut tidak sah.15

Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan

bahwa suatu perkawinan dapat batal apabila para pihak tidak memenuhi syarat -

syarat untuk menikah. Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa suatu

perkawinan dapat dibatalkan karena beberapa sebab, salah satunya adalah

kesalahpahaman antara suami atau istri. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan

dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke pengadilan agama.

Sebagaimana kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Batam

Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA. Btm. Hakim menjatuhkan putusan terhadap Asmah

binti Sidara selaku penggugat dengan Hafid Suwandi bin Sanai selaku tergugat I

dan Efriyani binti Sukimin selaku Tergugat II, Hakim berpendapat bahwa

pernikahan yang di laksanakan pada tanggal 29 Januari 2024 di Kantor Urusan

Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam, telah terjadi adanya manipulasi data dari

Tergugat I dan tanpa sepengetahuan dan seizin istri Tergugat I yang bernama

Asmah binti Sidara dan juga tanpa izin dari Pengadilan Agama, dengan demikian

14 Sulfinadia, Hamda. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat studi atas
pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Deepublish, Yogyakarta,
2020, hlm. 39.

15 Rohman, Holilur. Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai
Aturan yang Berlaku di Indonesia. Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 36.
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pernikahan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan peraturan serta

perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan, oleh karenanya gugatan

Penggugat tersebut telah terbukti dipersidangan. Ketentuan tersebut sesuai

dengan Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa suatu

perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa

seizin Pengadilan Agama.

Dalam laporannya, Asmah menyatakan bahwa ia adalah istri sah Hafid

berdasarkan pernikahan yang tercatat sejak 10 Oktober 2007 dan bahwa mereka

tidak pernah bercerai secara hukum. Namun, Asmah baru mengetahui bahwa Hafid

telah menikah dengan Efriyani binti Sukimin pada 29 Januari 2024 di KUA

Sagulung. Dalam dokumen pernikahan tersebut, Hafid mengaku sebagai duda dan

melampirkan surat pernyataan tertanggal 13 Februari 2023 untuk mendukung

statusnya. Merasa haknya sebagai istri pertama telah dilanggar, Asmah meminta

KUA untuk menindaklanjuti permasalahan ini.

Setelah menerima laporan tersebut, Kepala KUA Kecamatan Sagulung

melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait dan menemukan

bahwa Hafid tidak pernah mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama

manapun. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf a dan Pasal 73 huruf b Kompilasi

Hukum Islam, pernikahan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan Agama

dianggap tidak sah.

Menindaklanjuti temuan ini, Kepala KUA mengajukan gugatan ke

Pengadilan Agama Batam untuk membatalkan pernikahan antara Hafid Suwandi

bin Sanai dan Efriyani binti Sukimin. Dalam gugatannya, Kepala KUA

menegaskan bahwa pernikahan tersebut cacat hukum karena dilakukan dengan

informasi yang tidak benar serta tanpa izin resmi dari pengadilan.

Berdasarkan latar belakang mengenai pembatalan perkawinan (fasakh)

akibat pemalsuan identitas yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara

realitas sosial dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, penulis

akan mengkaji dua permasalahan utama, yaitu bagaimana pertimbangan hukum

hakim dalam membatalkan perkawinan (fasakh) akibat pemalsuan identitas serta
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bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pembatalan

tersebut dalam putusan dimaksud.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini bersifat deskriptif

analitis. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan), sekunder (literatur, jurnal, dan

penelitian terdahulu), serta tersier (kamus dan referensi penunjang lainnya).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah

dokumen hukum dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan

metode deduktif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembatalan Perkawinan (Fasakh)

Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Putusan Nomor
1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm

Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm.

merupakan salah satu bentuk konkret penegakan hukum dalam ranah perdata

Islam, khususnya mengenai pembatalan perkawinan (fasakh) karena adanya cacat

hukum yang bersumber dari pemalsuan identitas oleh salah satu pihak dalam akad

nikah. Dalam perkara ini, Tergugat I memalsukan status pernikahannya saat hendak

menikah lagi tanpa izin poligami dan tanpa pemberitahuan kepada istri sahnya yang

masih hidup, yang menjadi alasan utama gugatan pembatalan pernikahan oleh

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sagulung sebagai pihak Penggugat.

Pertimbangan hukum Hakim dalam putusan ini berlandaskan pada beberapa

ketentuan normatif:

1. Pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI): Perkawinan dapat dibatalkan
apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

2. Pasal 73 KHI: Yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah
pihak-pihak tertentu, termasuk pejabat yang berwenang seperti Kepala KUA.

3. Pasal 4, 5, 22, dan 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

4. Pasal 37 PP Nomor 9 Tahun 1975.
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5. Pasal 311 RBg: Pengakuan di muka hakim memiliki kekuatan pembuktian
penuh.

Dalam setiap proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama,

pertimbangan hukum hakim menjadi inti dari proses peradilan yang tidak hanya

menjamin keadilan formal, tetapi juga keadilan substantif yang berdasar pada

norma hukum positif serta prinsip-prinsip syariat Islam. Terlebih dalam perkara

pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas dan pelanggaran ketentuan

hukum poligami, hakim dituntut untuk membangun argumentasi hukum yang

tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap

nilai-nilai kejujuran, ketertiban administrasi, dan kemaslahatan umat.16

Pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini sebagai berikut :

1. Legal Standing Penggugat

a. Penggugat adalah Kepala KUA Kecamatan Sagulung, yaitu pejabat yang

berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan sesuai Pasal 73 huruf c

KHI.

b. Sebagai pihak yang merasa dirugikan secara kelembagaan dan

administratif atas kelalaian pencatatan pernikahan yang dilandasi

dokumen palsu, Penggugat berwenang untuk mengajukan gugatan

pembatalan nikah.

2. Pemalsuan Identitas dan Keterangan Palsu

a. Tergugat I mengaku sebagai duda dengan menunjukkan surat

pernyataan cerai tertanggal 13 Februari 2023. Namun, ternyata istri

sahnya yang bernama Asmah binti Sidara masih hidup dan tidak pernah

bercerai dengan Tergugat I.

b. Bukti surat pernyataan cerai tersebut tidak sah karena tidak

mencantumkan nama istri yang sebenarnya dan tidak berdasarkan

putusan pengadilan, sehingga surat itu menjadi bukti palsu.

16 Sopyan, Yayan. Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam
Hukum Nasional. RMBooks PT Wahana Semesta Intermedia, Surabaya, 2012, hlm. 28.
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c. Tindakan tersebut merupakan bentuk penyelundupan hukum (fraud of

law) yang membatalkan keabsahan niat hukum dalam akad nikah.

3. Ketiadaan Izin Poligami

a. Perkawinan yang dilakukan oleh Tergugat I seharusnya didasarkan pada

izin dari Pengadilan Agama sebagaimana diwajibkan Pasal 4 dan 5 UU

Perkawinan serta Pasal 71 huruf a KHI.

b. Fakta bahwa tidak ada izin poligami dari Pengadilan dan tidak adanya

persetujuan dari istri pertama merupakan pelanggaran substantif

terhadap syarat perkawinan poligami.

c. Oleh karenanya, pernikahan yang dilangsungkan menjadi batal demi

hukum.

4. Pengakuan Tergugat di Persidangan

a. Tergugat I tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dan

mengakui bahwa dirinya masih terikat dengan perkawinan sebelumnya

dan tidak memiliki izin poligami.

b. Berdasarkan Pasal 311 RBg, pengakuan yang diberikan di depan hakim

merupakan bukti penuh dan sah, sehingga tidak perlu pembuktian

tambahan terhadap hal yang telah diakui tersebut.

5. Pembuktian Tertulis dan Saksi

a. Bukti P1–P8 menunjukkan dengan jelas yaitu identitas para pihak dan

status perkawinan Tergugat I dengan istri pertama (Asmah binti Sidara),

tidak adanya izin poligami dari Pengadilan, bukti pemalsuan surat cerai.

b. Saksi 1 dan Saksi 2 memperkuat bahwa perkawinan dilangsungkan

berdasarkan informasi palsu dari Tergugat I dan membenarkan bahwa

pernikahan dilakukan tanpa sepengetahuan istri sahnya.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti dan keterangan para pihak, Hakim

menyimpulkan bahwa:

a. Tergugat I masih terikat pernikahan dengan istri pertama (Asmah binti

Sidara) dan belum bercerai.
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b. Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan

dokumen palsu dan tidak sah secara hukum.

c. Tidak ada izin dari Pengadilan Agama maupun dari istri pertama untuk

melakukan poligami.

d. Maka, telah terbukti terdapat cacat hukum dan pelanggaran syarat sah

perkawinan, sehingga pernikahan dapat dibatalkan.

Berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum dalam Putusan

Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm, penulis berpendapat

bahwa pada dasarnya hakim telah menjalankan fungsinya secara cermat dalam

menilai legalitas formal dan substansial dari suatu akad nikah yang didasarkan pada

dokumen palsu dan dilangsungkan tanpa memenuhi ketentuan hukum terkait

poligami. Putusan ini sekaligus menunjukkan peran aktif hakim dalam menjaga

integritas hukum keluarga Islam serta tertib administrasi pencatatan pernikahan.

Namun demikian, penulis mengidentifikasi sejumlah permasalahan hukum

dan ketidaksesuaian yuridis dalam putusan tersebut yang perlu dikaji lebih lanjut,

sebagai berikut:

1. Ketidaktepatan Penggunaan Istilah “Batal Demi Hukum”

Dalam amar pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pernikahan yang

dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah “batal demi hukum”.

Pernyataan tersebut mengandung problematika yuridis karena dalam sistem

hukum perdata dan hukum perkawinan di Indonesia, istilah batal demi hukum (null

and void by operation of law) hanya berlaku terhadap perbuatan hukum yang secara

mutlak dilarang dan tidak dapat diperbaiki sejak awal.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan melalui

mekanisme pengajuan ke pengadilan, dan tidak serta merta batal secara otomatis.

Dengan demikian, seharusnya hakim menyatakan bahwa “perkawinan tersebut

dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah perkawinan”, bukan “batal

demi hukum”. Kesalahan penggunaan terminologi ini dapat menimbulkan
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ketidakpastian hukum terhadap pemahaman batasan yuridis antara perkawinan

batal dan perkawinan yang dapat dibatalkan.

2. Tidak Dimajukannya Aspek Pidana dalam Pemalsuan Dokumen

Dalam perkara ini, Tergugat I terbukti telah memalsukan identitas dan

membuat surat pernyataan cerai palsu untuk meyakinkan petugas KUA bahwa ia

telah bercerai dengan istri sahnya. Meskipun perbuatan tersebut menjadi dasar

pembatalan pernikahan secara keperdataan, namun hakim tidak

mempertimbangkan dimensi pidana dari perbuatan tersebut, padahal tindakan

pemalsuan dokumen tergolong tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Secara hukum, pemalsuan identitas dalam peristiwa hukum pernikahan

bukan hanya pelanggaran administrasi, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan

yang dapat merugikan tidak hanya pihak istri sah, tetapi juga lembaga negara

(dalam hal ini KUA) dan pihak istri kedua yang tertipu.17 Oleh karena itu, dalam

rangka penegakan hukum yang komprehensif, seharusnya hakim menyampaikan

pertimbangan atau anjuran agar aparat penegak hukum menindaklanjuti aspek

pidana dari perkara ini, baik melalui laporan terpisah maupun mekanisme hukum

lainnya.

3. Tidak Adanya Imbauan terhadap Pembatalan Akta Nikah secara
Administratif

Putusan hakim secara substantif menyatakan bahwa perkawinan antara

Tergugat I dan Tergugat II dilakukan dengan dokumen palsu dan karenanya tidak

sah secara hukum. Akan tetapi, tidak ada arahan yuridis dari hakim agar Kantor

Urusan Agama mencabut atau membatalkan akta nikah yang telah terlanjur

diterbitkan berdasarkan dokumen yang kemudian terbukti palsu tersebut. Hal ini

dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara putusan yudisial dengan data

administrasi kependudukan yang masih mencatat status perkawinan yang telah

dinyatakan cacat hukum.

17 Berutu, Sigar P. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam
Perkawinan." UNES Law Review, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 8484-8489. Diakses tanggal 27 Juli
2027. http://review-unes.com/index.php/law/article/view/1742
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Dalam administrasi negara, pembatalan status perkawinan secara yudisial

harus diikuti oleh pencabutan atau perubahan data pada dokumen sipil.18 Oleh

karena itu, menurut penulis, hakim seharusnya mencantumkan imbauan atau

perintah tambahan kepada instansi terkait (KUA dan Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil) untuk menindaklanjuti putusan tersebut demi menjaga ketertiban

administrasi negara dan mencegah kerugian hukum di kemudian hari.

4. Aspek Perlindungan terhadap Istri Kedua Tidak Diperhatikan

Meskipun Tergugat II turut menjadi tergugat dalam perkara ini, tidak ada

pertimbangan dari hakim mengenai perlindungan hukum terhadap dirinya sebagai

pihak yang juga menjadi korban pemalsuan informasi oleh Tergugat I. Dalam

perspektif hukum perdata Islam, akad nikah merupakan perjanjian antara dua pihak

yang sah jika didasarkan pada kehendak bebas dan informasi yang benar.19

Dalam perkara ini, Tergugat II jelas telah dimanipulasi dengan informasi

yang tidak benar mengenai status pernikahan calon suaminya. Oleh sebab itu,

penulis berpendapat bahwa seharusnya terdapat pertimbangan moral dan hukum

terhadap posisi Tergugat II, misalnya berupa hak untuk mengajukan tuntutan ganti

rugi atau setidaknya rekomendasi perlindungan hukum atas kerugian psikologis

maupun sosial yang dideritanya.

Dari seluruh pertimbangan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa

meskipun secara umum putusan Pengadilan Agama Batam Nomor

1670/Pdt.G/2024/PA.Btm telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga

Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, terdapat beberapa hal yang

kurang komprehensif dan mengandung ketidaksesuaian yuridis, yakni:

1. Penggunaan istilah “batal demi hukum” yang tidak sesuai dengan ketentuan
dalam UU Perkawinan.

2. Tidak dipertimbangkannya aspek pidana atas tindakan pemalsuan identitas.

18 Muhammad Anshar Ibnu Abbas. "Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Perkawinan
Terhadap Perkawinan Beda Agama." PhD diss, Universitas Hasanuddin, 2024.
https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/41383/

19 Rad Cloud Dirgantoro Kesumojati. "Analisis Yuridis Status Perdata Anak Diluar
Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kuhperdata." Jurnal Nalar Keadilan 3, no. 2 (2023):
67-86. Diakses tanggal 27 Juli 2025.
https://jurnal.universitasjakarta.ac.id/index.php/jurnal-fh-unija/article/view/65
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3. Tidak adanya arahan administratif untuk pembatalan dokumen negara.
4. Tidak adanya pertimbangan perlindungan hukum terhadap pihak istri kedua

yang menjadi korban informasi palsu.

Dengan demikian, agar tercipta penegakan hukum yang menyeluruh dan

berkeadilan, seharusnya hakim memperluas ruang lingkup pertimbangannya tidak

hanya sebatas pembatalan pernikahan, melainkan juga menyentuh aspek

perlindungan administrasi negara, kemungkinan pidana, dan perlindungan

terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

3.2. Pandangan Hukum Islam Dengan Hukum Positif Terhadap Pembatalan
Perkawinan (Fasakh) Akibat Pemalsuan Identitas Dalam Putusan Nomor
1670/Pdt.G/2024/Pa. Btm

Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm menjadi preseden penting dalam

mengkaji bagaimana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memandang

tindakan pemalsuan identitas sebagai dasar pembatalan perkawinan (fasakh).

Pemalsuan status pernikahan oleh salah satu pihak dalam perkara tersebut memicu

pembatalan melalui jalur hukum, dan mencerminkan adanya pelanggaran terhadap

asas kejujuran dan keabsahan dalam akad nikah.

Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut termasuk salah satu sebab

dibolehkannya fasakh karena adanya unsur penipuan yang dapat merugikan salah

satu pihak, terutama istri. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia,

pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan dasar hukum

bagi pihak yang merasa dirugikan akibat perkawinan yang tidak memenuhi syarat-

syarat hukum formal maupun materiil.20

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pembatalan perkawinan memiliki

dasar hukum yang jelas dan tegas. Salah satunya tercantum dalam Pasal 22 Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa suatu

20 Deni Rahmatillah, dan A. N. Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam." Hukum Islam 17, no. 2
(2017): 152-171. Diakses tannggal 27 Juli 2025. https://ejournal.uin-
suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/4985
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perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat

untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini mencakup syarat administratif maupun

syarat substantif yang ditentukan oleh hukum. Selain itu, ketentuan lebih lanjut

mengenai pembatalan perkawinan, khususnya terkait praktik poligami, diatur

dalam Pasal 4, 5, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 ayat (2)

dan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Peraturan tersebut

menjelaskan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami harus terlebih dahulu

mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, disertai dengan beberapa syarat, yaitu

adanya persetujuan dari istri pertama, alasan yang dibenarkan oleh hukum, dan

bukti kemampuan suami untuk berlaku adil.

Selanjutnya, dasar hukum pembatalan perkawinan juga diperkuat dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 71 huruf a yang menyatakan bahwa

suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami

tanpa izin dari Pengadilan Agama. Dalam hal ini, pelanggaran terhadap prosedur

perizinan poligami menjadi alasan sah untuk membatalkan perkawinan secara

hukum. Adapun pihak yang berwenang mengajukan permohonan pembatalan

tersebut diatur dalam Pasal 73 KHI, yang menyebutkan bahwa permohonan

pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, termasuk

pejabat yang bertugas mengawasi pelaksanaan perkawinan. Ketentuan-ketentuan

ini menegaskan bahwa hukum positif Indonesia memberikan perlindungan hukum

bagi pihak yang dirugikan dalam perkawinan, terutama dalam hal adanya

pelanggaran terhadap aturan formal seperti pemalsuan identitas atau tidak

terpenuhinya syarat poligami.

Berdasarkan fakta hukum, Tergugat I (Hafid Suwandi) menikah dengan

Tergugat II (Efriyani) tanpa terlebih dahulu menceraikan istri sahnya (Asmah binti

Sidara) dan tanpa mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama. Bahkan,

Tergugat I secara sadar memalsukan data status pernikahannya dengan membuat

surat pernyataan palsu yang menyatakan dirinya telah bercerai. Tindakan tersebut

secara jelas melanggar ketentuan hukum positif Indonesia, sehingga menjadi alasan
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sah bagi Pengadilan Agama Batam untuk menjatuhkan putusan pembatalan nikah,

sesuai Pasal 71 huruf a jo. Pasal 73 huruf c KHI.

Dalam hukum Islam, fasakh berarti pembatalan akad nikah karena adanya

illat (penyebab) tertentu yang menghalangi keberlangsungan pernikahan. Fasakh

berbeda dengan thalak, karena fasakh dilakukan melalui putusan hakim (hakim

syar’ie) dan bukan semata-mata kehendak sepihak suami atau istri. Beberapa alasan

fasakh menurut fikih antara lain:

a. Adanya penipuan atau penyesatan dalam akad;

b. Salah satu pihak menyembunyikan cacat yang berdampak pada sahnya akad;

c. Tidak terpenuhinya syarat sah pernikahan (seperti status tidak jelas, wali

tidak sah, atau wali nikah tidak mengetahui status mempelai pria/wanita);

d. Adanya tipu daya (tadlis) dalam status hukum calon mempelai (misalnya

mengaku duda padahal masih beristri).

Tindakan Tergugat I yang secara sadar memalsukan status dirinya sebagai

duda, padahal masih terikat pernikahan yang sah, dalam pandangan hukum Islam

merupakan tadlis (penipuan dalam akad). Hal ini termasuk dalam kategori sebab

yang sah menurut syara’ untuk menjatuhkan fasakh.

Dalam kitab-kitab fikih klasik, seperti Fath al-Qarib, Kifayat al-Akhyar, dan al-

Mughni, dijelaskan bahwa akad nikah yang dilangsungkan dengan penipuan atau

pemalsuan identitas dapat dinyatakan fasid (rusak) dan dapat dibatalkan oleh

hakim. Contoh dalam al-Mughni karya Ibnu Qudamah dinyatakan “Jika seorang

wanita menikah dengan seorang pria yang mengaku belum beristri, tetapi ternyata

ia masih memiliki istri, maka wanita tersebut berhak meminta pembatalan nikah

karena adanya penipuan dan ketidakjujuran dalam akad.”

Dalam perkara a quo, karena Tergugat I telah menyembunyikan fakta bahwa

ia masih terikat pernikahan sah dan tidak memperoleh izin poligami dari pengadilan

dan dari istri pertama, maka dalam perspektif hukum Islam akad nikah tersebut

mengandung unsur tadlis dan dapat dibatalkan (fasakh).

Putusan Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm merupakan preseden

yurisprudensi yang sangat penting dalam menjelaskan konsistensi antara hukum
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Islam dan hukum nasional dalam menjamin keabsahan akad nikah. Dalam perkara

ini, pembatalan perkawinan didasarkan pada pemalsuan status pernikahan oleh

Tergugat I, yang secara hukum:

1. Melanggar syarat formal dan materiil perkawinan (hukum positif); dan

2. Mengandung unsur tadlis atau penipuan dalam akad (hukum Islam).

Dengan demikian, putusan pembatalan (fasakh) ini adalah sah secara hukum

dan syar’i, karena memenuhi ketentuan pasal 71 huruf a dan pasal 73 KHI, serta

sejalan dengan prinsip maslahah dalam hukum Islam yaitu mencegah

kemudharatan dan melindungi institusi pernikahan dari tipu daya dan

penyelundupan hukum.

4. KESIMPULAN

Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Btm

menunjukkan penegakan hukum yang tegas terhadap perkawinan yang dilandasi

pemalsuan identitas dan pelanggaran prosedur poligami. Hakim secara tepat

mempertimbangkan aspek hukum Islam dan hukum positif dalam menjatuhkan

pembatalan (fasakh), namun terdapat kekeliruan terminologi “batal demi hukum”

dan pengabaian terhadap aspek pidana, administratif, serta perlindungan hukum

bagi istri kedua. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis menyeluruh

yang mengkritisi kurangnya pertimbangan pidana dan administrasi dalam sengketa

pembatalan nikah, serta pentingnya memperluas perlindungan terhadap korban

manipulasi pernikahan. Saran yang tepat, hakim ke depan perlu memperhatikan

terminologi hukum secara presisi, mengarahkan penegakan aspek pidana terhadap

pelaku pemalsuan, memerintahkan pembatalan administrasi akta nikah, dan

memberikan pertimbangan terhadap perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang

dirugikan, agar keadilan dapat ditegakkan secara utuh dan menyeluruh.
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